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▪ Riwayat Organisasi

- - Ketua Asosiasi BKAD PNPM-MPd Kab.

- - KNPI

- - GP. ANSOR 

- - Ketum PERBAKIN Kab. Magelang

_ Relawan kebencanaan GBM

_ KOSIKE KS WUSHU SANSHOU

_ ORARI, RAPI lok. Borobudur

_ PETANESIA

_ LBH ANSOR Kab. magelang

-

• Riwayat Pendidikan
-- SMAN 1 Purworejo
- - Politeknik UNDIP Semarang 
- - FH UMM Magelang

• Riwayat pekerjaan
- - Mgr. HRD  CV. CSP 
- - Kades Margoyoso
- - Anggota DPRD Kab.Magelang

mailto:mbahglondong@yahoo.co.id




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DPRD adalah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh
rakyat daerah dan komposisi serta anggotanya adalah mereka
yang telah diambil sumpah/janji serta dilantik dengan keputusan
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, sesuai dengan hasil
Pemilu maupun pengangkatan.

Fungsi badan perwakilan berkisar pada fungsi perundang-
undangan, fungsi keuangan dan fungsi pengawasan. Keseluruhan
hak DPRD yang diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2014 pada
dasarnya telah memuat fungsi-fungsi tersebut.

dalam Bab VI (DPRD Kabupaten/Kota) yang terdiri atas Pasal 341 s/d Pasal 399. Diantara pasal-pasal ini, terdapat pasal yang telah dilakukan judicial
review dan diputus perkaranya oleh Mahkamah Konstitusi -seperti dikemukakan terdahulu-yakni Pasal 354 ayat (2) dan Penjelasannya, Pasal 354 ayat (3),
Pasal 354 ayat (4), Pasal 354 ayat (5), Pasal 354 ayat (6), Pasal 354 ayat (7), Pasal 354 ayat (8), Pasal 354 ayat (9), Penjelasan Pasal 355 ayat (6), dan Pasal
348.



KEDUDUKAN DPRD 

1. Kedudukannya antara Pemda dan DPRD adalah SETARA dan 
bersifat KEMITRAAN. Sebagai Unsur penyelenggara pemerintah 
daerah

2. Setara:
a. Kedudukan sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. 
b. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa 

Peraturan kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah.

3. Kemitraan:
a. Hubungan kerja yang saling mendukung. 
b. Bukan merupakan lawan ataupun pesaing dalam melaksanakan 

fungsi masing-masing. 

UU no.17 tahun 2014 pasal 315 dan pasal 364 



FUNGSI DPRD

1. LEGISLASI, kewenangan pembentukan 
peraturan daerah

2. ANGGARAN,Kewenangan dalam hal 
menyetujui/menolak dan menetapkan 
anggaran daerah(APBD)

3. PENGAWASAN,Kewenangan mengontrol 
pelaksanaan perda dan peraturan lainnya 
serta kebijakan pemerintah daerah, 
pengawasan APBD

PP.12 tahun 2018 ( Bab1, Pasal 2)



TUGAS DAN WEWENANG DPRD (1)
( PP 12 TAHUN 2018 BAB II PASAL 23 ) 

1. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah 
untuk mendapatkan persetujuan bersama;

2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang 
APBD bersama dengan kepala daerah;

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda 
dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan 
Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam 
melaksanakan Program Pembangunan Daerah, dan Kerja 
Sama Internasional Di Daerah;



TUGAS DAN WEWENANG DPRD  (2)
( PP 12 TAHUN 2018 BAB II PASAL 23 )

4. Memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah atau wakil 
kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk 
meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan 

5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada 
Pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian 
internasional di daerah 

6. Memberikan Persetujuan terhadap rencana kerjasama 
internasional yang dilakukan Pemerintah daerah 
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TATA URUTAN HUKUM DI INDONESIA
UU NO. 12 TAHUN 2011 PASAL 7 AYAT (1),



BENTUK PRODUK LEGISLASI DAERAH

Produk legislasi yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif dapat digolongkan menjadi dua
bentuk, yaitu kelompok rutin seperti pengesahan APBD, perubahan APBD, dan pengesahan
perhitungan APBD, sedangkan yang kedua adalah kelompok insidentil, yaitu meliputi semua
peraturan kepala daerah yang hanya dibuat sekali atau sesuai dengan kebutuhan. Menurut
UU No. 12 Tahun 2011, terdapat tiga jenis peraturan yang dapat dibuat oleh Daerah sebagai
suatu kesatuan masyarakat hukum yaitu:

• Peraturan Daerah;

• Peraturan Kepala Daerah;

• Keputusan Kepala Daerah; dan

• Peraturan Bersama Kepala Daerah (Permendagri No. 15/2006).

Ranah DPRD adalah peraturan daerah, sedangkan peraturan kepala daerah dan keputusan 
kepala daerah adalah ranah kepala daerah sebagai penjabaran dari Perda. Sebagai 
daerah otonom berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009, secara subtantif Perda seharusnya 
mencerminkan prinsip-prinsip keotonomian suatu daerah yang berbasis pada kondisi dan 
kebutuhan nyata yang ada pada masyarakat dan pemerintahannya 



PROSES PERENCANAAN 
13

⚫ Diskusi dan 

⚫ Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran 
(KUA)

Keputusan tentang Prioritas 
dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS)

Penyusunan RKA-SKPD

Pembahasan Rancangan APBD

Penetapan Perda APBD

Penyusunan  RKPD

Musrenbang  Kab/ Kota

Forum SKPD

Musrenbang 
Kecamatan

Musrenbang 

Desa

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati

bersama antara PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD



ASAS-ASAS PEMBENTUKAN 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan khususnya pasal 5 dan pasal 6 yang
merumuskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-
undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik meliputi;

❖Kejelasan tujuan

❖Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

❖Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

❖Dapat dilaksanakan

❖Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

❖Kejelasan rumusan

❖Keterbukaan



TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

UU No. 12 Tahun 2011 pasal 26 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Rancangan
peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah atau Gubernur, atau Bupati/Walikota, masing-masing
sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, atau
Kota. Secara umum, terdapat tujuh langkah yang perlu dilalui
dalam menyusun suatu Perda baru. a. perencanaan;
b. penyusunan; c. pembahasan; d. evaluasi dan fasilitasi
rancangan Perda; e. penetapan atau pengesahan; f. penomoran,
pengundangan dan autentifikasi; dan g. penyebarluasan. Uraian
dari masing-masing langkah dapat bervariasi, namun secara
umum seluruh langkah ini perlu dilalui.
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KOMULATIF TERBUKA 

•Dalam setiap tahun Perda yang wajib dibuat 
dan memiliki ketentuan waktu adalah 3 buah 
Perda tentang APBD :

1.Perda Penetapan APBD tahun berikutnya 

2.Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD di tahun sebelumnya

3.Perda Perubahan APBD tahun berjalan



FAKTOR KINERJA LEGISLASI DPRD

Indikator kinerja yang akan mempengaruhi kinerja legislasi DPRD, 
antara lain:

• Kualitas

• Kuantitas

• Ketepatan Waktu

• Efektivitas

• Kemandirian

• Lingkungan













TERIMAKASIH


